PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR | TAHUN 2023
TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN, PENATAAN, DAN PEMBINAAN PUSAT

Menimbang

Mengingat

PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUASIN,

bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Penataan, Pembinaan dan Penyelenggaraan Izin Usaha
Waralaba, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern tidak sesuai lagi
dengan dinamika perkembangan Peraturan Perundang-
undangan sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat
Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomr 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);




7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat
Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 279);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN

dan
BUPATI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN,
PENATAAN, DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO
SWALAYAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Derah ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Banyuasin.

3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Banyuasin.

5. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha
yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang
tertentu.

6. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang
digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu
penjual.

7. Toko Swalayan adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri,
menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk
minimarket, supermarket, department strore, hypermarket,
ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

8. Pusat Berbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari
satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal
maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku
Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan
Perdagangan Barang.

9. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan
dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan
Usaha Milik Negara, dan / atau Badan Usaha Milik Daerah
dapat berupa Toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki / dikelola
oleh pedagang kecil dan menengah , swadaya masyarakat, atau
koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli Barang melalui
tawar menawar.



10.

b,

12,

13

14.

15.

(1)

Pemasok adalah Pelaku Usaha yang secara teratur memasok
barang ke Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali
melalui kerja sama usaha.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat
UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah.

Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik
langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling
memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan
yang melibatkan UMK-M dengan usaha besar.

Setiap pendirian toko swalayan wajib memanfaatkan tenaga
kerja lokal sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

Pesyaratan Perdagangan adalah syarat-syarat dalam perjanjian
kerja sama anatara Toko Swalayan dan/atau pengelola jaringan
Toko Swalayan dengan pemasok yang berhubungan dengan
pemasokan barang yang diperdagangkan dalam Toko Swalayan.

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat
daerah Kabupaten Banyuasin.

BAB 11
UMUM
Pasal 2

Pusat Perbelanjaan dapat berbentuk :

a. pertokoan;

b. mall; dan

c. plaza.

Toko Swalayan dapat berbentuk :

a. minimarket;

supermarket;

b

c. departement store;
d. hypermarket; dan
e

grosir/perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem
pelayanan mandiri.

Pasal 3

Pendirian Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan harus
memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat,
keberadaan Pasar Rakyat, dan UMK-M yang ada dizona atau
area atau wilayah setempat.

Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Pelaku Usaha toko Swalayan
harus menyediakan paling sedikit;

a. area parkir;

b. fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko
Swalayan bersih, sehat (higienis), aman, dan terbit; dan

c. ruang publik yang nyaman.




(3) Pelaku usaha dapat mendirikan minimarket, supermarket,
hypermarket, dan grosir/perkulakan yang berbentuk toko
dengan sistem pelayanan mandiri yang berdiri sendiri atau
terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki
Perizinan Berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.

(4) Dalam hal Toko Swalayan berbentuk departement store,
pendirian departement store oleh Pelaku Usaha yang
merupakan :

a. penanaman modal asing harus dilakukan terintegrasi
dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan
Berusaha; atau

b. penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan berdiri
sendiri atau terintegrasi dengan pusat perbelanjaan yang
telah memiliki Perizinan Berusaha dan/atau bangunan atau
kawasan lain.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) tidak berlaku bagi toko Swalayan jika terintegrasi
dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan
Berusaha, Pusat Niaga, dan/atau bangunan atau kawasan lain.

Pasal 4

Toko Swalayan memiliki batasan luas lantai penjualan dengan
ketentuan :

a. minimarket sampai dengan 400 m? (empat ratus meter persegi);

b. supermarket, diatas 400 m? (empat ratus meterpersegi)
sampai dengan 5.000 m? (lima ribu meter persegi);

c. departement store, paling sedikit 400 m? (empat ratus meter
persegi);
d. hypermarket, diatas 5.000 m? (lima ribu meter persegi); dan

e. grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem
pelayanan mandiri, paling sedikit 2.000 m? (dua ribu meter
persegi) dan untuk Grosir/Perkulakan koperasi yang berbentuk
toko dengan sistem pelayanan mandiri paling sedikit 1.000 m?
(seribu meter persegi).

Pasal 5

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan yang harus diterapkan

dalam Toko Swalayan meliputi:

a. minimarket, supermarket, dan hypermarket menjual secara
eceran berbagai jenis Barang konsumsi terutama produk
makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat
berupa bahan bangunan, furniture, elektronik, dan bentuk
produk khusus lainnya;

b. departement store menjual secara eceran berbagai jenis barang
konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya
dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat
usia konsumen; dan

c. grosir/perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem
pelayanan mandiri menjual secara partai besar/tidak secara
eceran berbagai jenis barang konsumsi.



BAB III
PENGEMBANGAN, PENATAAN, DAN PEMBINAAN
Pasal 6

(1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan toko Swalayan
mengacu pada:

a. rencana tata ruang wilayah Kabupaten; dan/atau
b. rencana detail tata ruang Kabupaten.

(2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten belum memiliki tata ruang
wilayah Kabupaten atau rencana detail tata ruang Kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lokasi pendirian pusat
Perbelanjaan dan Toko Swalayan mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai penataan ruang.

Pasal 7

Ketentuan mengenai lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan
Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak berlaku
bagi Toko Swalayan jika terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan
yang telah memiliki Perizinan Berusaha, Pusat Niaga, dan/atau
bangunan atau kawasan lain.

Pasal 8

(1) Supermarket, hypermarket dan departement store wajib
memenuhi ketentuan jam operasional.

(2) Ketentuan mengenai jam operasional pelayanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk Jam operasional supermarket,
hypermarket, dan department store wajib memenuhi ketentuan:

a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 09.00
sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat;

b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 09.00 sampai dengan
pukul 23.00 waktu setempat; dan

c. untuk pelayanan franchise/bagi hasil berlaku 24 jam.

Pasal 9

(1) Dalam hal Pusat Perbelanjaan dibangun kembali karena sebab
apapun, pengelola Pusat Perbelanjaan wajib memberikan
prioritas kepada koperasi dan UMK-M yang terdaftar sebagai
pedagang di Pusat Perbelanjaan untuk memiliki atau menyewa
lokasi baru dari Pusat Perbelanjaan yang dibangun kembali
dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula
dalam hal Pasar Rakyat yang dimiliki oleh Pelaku Usaha
dibangun kembali sebagai Pusat Perbelanjaan.




BAB IV
KERJASAMA USAHA, KEMITRAAN, DAN KEPEMILIKAN
Pasal 10

Pelaku Usaha Toko Swalayan yang melakukan kerja sama pemasok
Barang wajib mengikutsertakan pelaku UMK-M.

(1)

(2)

(3)

(6)

(7)

(8)

(9)

Pasal 11

Kemitraan dalam mengembangkan UMK-M di Pusat
Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat dilakukan dengan pola
perdagangan umum dan/atau waralaba.

Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:

a. kerja sama pemasaran;
b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
c. penyediaan pasokan.

Kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang
hasil produksi UMK-M yang dikemas atau kemas ulang dengan
merek pemilik barang, merek toko swalayan, atau merek lain
yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.

Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dapat dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang
usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan kepada pelaku UMK-M
sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Pengelola Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan dan/atau
menawarkan :

a. ruang usaha yang stategis dan proporsional dalam rangka
kemitraan dengan harga jual atau biaya sewa sesuai
kemampuan kepada usaha mikro dan usaha kecil; dan/atau

b. ruang promosi dan/atau ruang usaha yang strategis dan
proporsional untuk pencitraan dan/atau pemasaran produk
dalam negeri dengan merek dalam negeri.

Ruang usaha yang strategis sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) berada di lokasi yang mudah diakses pengunjung.

Kewajiban menyediakan ruang usaha dan /atau ruang promosi
untuk usaha mikro dan usaha kecil dan/atau pemasaran
produk dalam negeri dengan merek dalam negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) paling sedikit 30% (tiga puluh persen)
dari luas areal Pusat Perbelanjaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2!
huruf c¢ dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari
Pemasok ke Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko

Swalayan.

Kemitraan dengan pola waralaba sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
mengenai waralaba.



Pasal 12

Dalam pengembangan Kemitraan antara Pusat Perbelanjaan
dan/atau Toko Swalayan dengan UMK-M, dilakukan dalam bentuk
penyediaan fasilitasi berupa :

a.
b.
&
d.

€.

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

pelatihan;

konsultasi;

pasokan barang;
permodalan; dan/atau

bentuk bantuan lainnya.

Pasal 13

Pelaku usaha Toko Swalayan yang melakukan kerja sama
pasokan barang wajib mengikut sertakan pelaku UMK-M.

Pasokan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mengutamakan produksi dalam negeri.

Pasal 14

Pelaku Usaha hanya dapat memiliki paling banyak 150 (seratus
lima puluh) gerai Toko Swalayan yang dimiliki dan dikelola
sendiri.

Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki 150 (seratus lima puluh)
gerai Toko Swalayan dan akan melakukan penambahan gerai
Toko Swalayan lebih lanjut, Pelaku Usaha wajib mewaralabakan
setiap gerai Toko Swalayan yang ditambahkan.

Pasal 15

Perjanjian kerja sama anatara pemasok dengan Toko Swalayan
harus memuat persyaratan perdagangan paling sedikit
mengenai:

a. pemasok hanya dapat dikenakan biaya yang berhubungan
langsung dengan penjualan barang;

b. besarnya biaya yang dikenakan sebagaimana dimaksud
pada huruf a paling banyak 15% (lima belas persen) dari
keseluruhan biaya Persyaratan Perdagangan di luar
potongan harga regular;

c. pemasok dan toko swalayan bersama-sama membuat
perencanaan promosi, baik untuk barang baru maupun
untuk barang lama untuk jangka waktu yang telah
disepakati;

d. penggunaan jasa distribusi Toko Swalayan boleh dipaksakan
kepada Pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya
sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga
barang, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak;

e. pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi
jumlah dan ketepatan waktu pasokan,;

f. toko Swalayan dapat dikenakan denda apabila tidak
memenuhi pembayaran tepat pada waktunya;




(2)

(3)

(4)

(9

(6)

g. denda sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f
dikenakan sesuai kesepakatan kedua belah pihak; dan

h. melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115% (seratus lima
belas persen), kelebihannya mendapat potongan harga
khusus paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen).

Potongan harga promosi diberikan kepada pelanggan atau
Konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan
antara Toko Swalayan dengan Pemasok.

Biaya promosi yang dibebankan kepada Pemasok oleh
Toko Modern sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terdiri
dari :

a. biaya promosi melalui media massa atau cetakkan seperti
brosur atau mailer, yang ditetapkan secara transparan dan
wajar sesuai dengan tarif dari media dan biaya kreatifitas
lainnya;

b. biaya promosi pada Toko setempat dikenakan hanya untuk
area promosi di luar display atau pajangan regular Toko
seperti Floor display, gondola promosi, block shelving, tempat
kasir, wing gondola, papan reklame di dalam dan di luar
Toko, dan tempat lain yang digunakan untuk tempat
promosi;

c. biaya promosi untuk mempromosikan barang milik Pemasok
seperti sampling, demo barang, hadiah, games, dan lain-lain.

d. biaya yang dikurangkan atau dipotongkan atas aktifitas
promosi dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah acara
berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak; dan

e. biaya promosi yang belum digunakan harus dimanfaatkan
untuk aktivitas promosi lainnya baik pada periode yang
bersangkutan maupun untuk periode yang berikutnya
dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesuai kesepakatan kedua
belah pihak.

Biaya yang dikeluarkan untuk promosi barang baru sudah
termasuk di dalam biaya promosi sebagaimana dimaksud pada
huruf f.

Biaya lain di luar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf f
tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada Pemasok.

Biaya administrasi pendaftaran barang hanya untuk barang
baru dengan besaran biaya:

a. untuk hypermarket paling banyak Rp.150.000,00 (seratus
lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis barang setiap
gerai dengan biaya paling banyak 10.000.000,00 (sepuluh
juta rupiah) untuk setiap jenis barang di semua gerai,

b. untuk supermarket paling banyak Rp.75.000,00 (tujuh
puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jenis barang setiap
gerai dengan biaya paling banyak 10.000.000,00 (sepuluh
juta rupiah) untuk setiap jenis barang di semua gerai; dan

c. untuk minimarket paling banyak RP.50.000,00 (lima puluh
ribu rupiah) untuk setiap jenis barang setiap gerai dengan
biaya paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta
rupiah) untuk setiap jenis barang di semua gerai.




(7) Perubahan biaya administrasi pendaftaran barang sebagaimana
dimaksud pada huruf i dapat disesuaikan setiap tahun
berdasarkan perkembangan inflasi.

Pasal 16

Perjanjian kerjasama antara Pemasok dengan department store
harus memuat persyaratan perdagangan yang memenubhi
ketentuan:

a. tidak memberlakukan biaya Persyaratan Perdagangan;dan

b. Pemasok barang ke department store hanya dikenakan biaya
margin dan dapat dikenakan tambahan biaya-biaya lain sesuai
kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 17

Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus berlaku adil dan
wajar dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha, baik
sebagai pemilik, penyewa ruangan usaha, atau sebagai Pemasok,
sesuai perjanjian kedua belah pihak.

Pasal 18

(1) Perjanjian kerja sama usaha pemasokan Barang antara
pemasok dengan Pelaku Usaha Toko Swalayan dan Perjanjian
sewa menyewa atau jual beli antara Pusat Perbelanjaan dan
pemilik atau penyewa ruangan usaha di dalam Pusat
Perbelanjaan harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan dalam
mata uang rupiah serta berdasarkan hukum Indonesia.

(2) Dalam hal perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) melibatkan pihak asing, perjanjian kerja sama ditulis
juga dalam bahasa asing atau bahasa Inggris.

Pasal 19

Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki lebih dari 150 (seratus lima
puluh) gerai Toko Swalayan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku,
Pelaku Usaha tetap dapat mempertahankan kepemilikan gerai Toko
Swalayan tersebut dan wajib mewaralabakan setiap gerai Toko
Swalayan yang ditambahkan setelah Peraturan Daerah ini berlaku.

Pasal 20

(1) Kerjasama usaha pemasok Barang antara pemasok dengan
Pelaku Usaha Toko Swalayan dibuat dengan perjanjian tertulis
dalam bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum

Indonesia.

(2) Dalam hal perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdapat persyaratan Perdagangan, harus jelas, wajar,
berkeadilan, dan saling menguntungkan serta disepakati kedua
belah pihak tanpa tekanan.




(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(2)
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Ketentuan mengenai perjanjian kerjasama usaha pemasokan
Barang yang terdapat persyaratan Perdagangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri.

Pelaku Usaha yang membuat persyaratan Perdagangan wajib
memenuhi ketentuan mengenai persyaratan Perdagangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 21

Dalam pengembangan kerjasama usaha antara pemasok
UMK-M dan Pelaku Usaha Toko Swalayan, persyaratan
Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4),
dilakukan dengan ketentuan Pelaku Usaha Toko Swalayan:

a. tidak memungut biaya administrasi pendaftaran Barang dari
pemasok UMK-M; dan

b. membayar kepada pemasok UMK-M secara tunai, atau
dengan alasan teknis tertentu dapat dilakukan dalam jangka
waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah seluruh
dokumen penagihan diterima.

Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat
dilakukan secara tidak tunai jika berdasarkan perhitungan
biaya resiko dan bunga tidak merugikan pemasok UMK-M.

Pasal 22

Dalam menciptakan hubungan kerjasama yang berkeadilan dan
saling menguntungkan, Menteri dan Pemerintah Kabupaten
dapat memfasilitasi kepentingan pemasok dan Pelaku Usaha
Toko Swalayan dalam merundingkan perjanjian sebagimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawasi secara
tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas
untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi
persaingan usaha berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 23

Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib menyediakan Barang

dagangan produk dalam negeri.

Dalam hal menggunakan merek Toko Swalayan sendiri, Pelaku

Usaha Toko Swalayan wajib :

a. bertanggung jawab terhadap Barang dagangannya telah
memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan di
bidang kekayaan intelektual; dan

b. membina pengembangan produk dan merek sendiri bagi
Barang dagangan untuk UMK-M.
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Pengelola Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan dan/atau
menawarkan :

a. ruang usaha dalam kemitraan dengan harga jual atau biaya
sewa sesuai kemampuan kepada usaha mikro dan usaha
kecil; dan/atau

b. ruang promosidan/atau ruang usaha yang proporsional dan
strategis untuk pencitraaan dan/atau pemasaran produk
dalam negeri dengan merek dalam negeri.

Pasal 24

Toko Swalayan dalam menjual Barang yang menggunakan
merek Toko Swalayan sendiri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (2) mengutamakan Barang Produksi UMK-M dan
Barang yang diproduksi di Indonesia.

Toko Swalayan dilarang memaksa Produsen UMK-M yang akan
memasarkan produksinya di dalam toko Swalayan untuk
menggunakan merek milik Toko Swalayan pada hasil produk
UMK-M yang telah memiliki merek sendiri.

Pelaku Usaha Toko Swalayan yang memasarkan Barang hasil
produk UMK-M degan merek Toko Swalayan sendiri wajib
mencantumkan nama UMK-M yang memproduksi Barang.

Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib memenuhi ketentuan
pembatasan kepemilikan gerai Toko Swalayan.

Ketentuan mengenai pembatasan kepemilikan gerai Toko
Swalayan sebagaimana dimaksud ayat (4) berdasarkan pada
Peraturan Menteri yang menyelenggaran urusan di bidang
perdagangan.

BAB V
PERIZINAN
Pasal 25

Pelaku Usaha yang mengelola Pusat Perbelanjaan dan Pelaku
Usaha Toko Swalayan wajib memenuhi Perizinan Berusaha di
bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perizinan berusaha berintegrasi
secara elektronik.

Pelaku Usaha yang berada di dalam Pasar Rakyat atau Pusat
Perbelanjaan wajib memenuhi Perizinan Berusaha sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang
perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, kecuali
Pelaku Usaha dengan skala usaha mikro dan usaha kecil.

Pasal 26

Pemerintah  Kabupaten melakukan pembinaan terhadap
pengembangan dan penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko

Swalayan.



(1)

(2)

(3)
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(2)
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Pasal 27

Pemerintah  Kabupaten sesuai dengan Kkewenangannya
menetapkan pedoman teknis terkait dengan perizinan, jarak dan
lokasi pendirian, kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat,
kemitraan, dan kerja sama usaha.

Pengembangan, penataan, dan pembinaan Pasar Rakyat
Perbelanjaan, dan Toko Swalayan harus mengacu pada
pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri.

Pemerintah Kabupaten dalam menetapkan pedoman teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti norma, standar,
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 28

Pemerintah Kabupaten dalam melakukan pembinaan dapat
meminta data dan/atau informasi kepada pengelola Pasar
Rakyat, pengelola Pusat Perbelanjaan, dan Pelaku Usaha Toko
Swalayan secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan

Pengelola Pasar Rakyat, penelola Pusat Perbelanjaan, dan
Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib memberikan data dan/atau
informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan lengkap
dan akurat.

BAB VI
ZONASI (WILAYAH)
Pasal 29

Bupati Banyuasin menetapkan zonasi lokasi pendirian Pusat
Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang dimuat dalam Rencana
Detail Tata Ruang Kabupaten.

Dalam hal Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, penetapan zonasi lokasi
pendirian Pusat Perbelanjaan dan toko Swalayan dilakukan
berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Pasal 30

Penetapan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko
Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2)
dilaksanakan dengan mempertimbangkan :

a.

kondisi sosial ekonomi masyrakat setempat serta keberadaan
Pasar Rakyat dan UMK-M yang ada di zona atau area atau

wilayah setempat;

pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan
antara jumlah Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan

toko Swalayan,;
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Jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan
Pasar Rakyat atau toko eceran tradisional adalah 500 M;

standar teknis penataan ruang untuk Pusat Perbelanjaan dan
Toko Swalayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

untuk wilayah kecamatan perairan pendirian toko swalayan dan
sejenisnya hanya diperbolehkan di ibukota kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Rantau Bayur;
Kecamatan Karang Agung llir;
Kecamatan Makarti Jaya;
Kecamatan Selat Penuguan;

Kecamatan Sumber Marga Telang; dan

o v A w N

Kecamatan Air Salek.

Pasal 31

Kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :

a.

b.

struktur penduduk menurut mata pencarian dan pendidikan;
tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;

tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-
masing daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik
tahun terakhir;

potensi Kemitraan dengan UMK-M;
potensi penyerapan tenaga kerja;

ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi
UMK-M;

ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan

dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan
dan toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau Toko eceran
tradisional yang telah ada sebelumnya.

Pasal 32

Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib
mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah
Kabupaten.
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(2) Pemerintah Kabupaten dalam menetapkan jarak harus
mempertimbangkan :

a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-
masing daerah sesuai data sensus Badan Pusat Statistik
tahun terakhir;

b. potensi ekonomi daerah setempat;

c. aksebilitas wilayah (arus lalu lintas);

d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
e. perkembangan permukiman baru;

f. pola kehidupan masyarakat setempat; dan /atau

g. jam operasional toko swalayan yang sinergi dan tidak
mematikan usaha toko eceran tradisional di sekitarnya.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 33

Bagi Pelaku Usaha Toko Swalayan/Pusat Perbelanjaan/
Minimarket yang tidak mematuhi aturan yang diatur dalam
Peraturan Daerah ini akan diberi sanksi Administrasi berupa
peringatan dan pencabutan Izin tempat usaha.

BAB VIII
SANKSI PIDANA
Pasal 34

Terhadap pelaku usaha yang melanggar Peraturan Daerah ini,
dapat dijatuhkan hukuman pidana berupa pidana kurungan
maksimal selama 6 (enam) bulan kurungan dan denda sebesar
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penataan, Pembinaan dan
Penyelenggaraan Izin Usaha Waralaba, Pusat Perbelanjaan dan
Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin
Tahun 2015 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
ggal ¥ Apnvdri 2023

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 35 /janvan 2023

j. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,

% .

HASMI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2023
NOMOR |

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
(1-11/2023)
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PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR | TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN, PENATAAN, DAN PEMBINAAN PUSAT DAN
TOKO SWALAYAN

UMUM

Dewasa ini, pertumbuhan Toko Swalayan semakin meningkat.
Meningkatnya Toko Swalayan ini, diakibatkan oleh beberapa faktor. Pertama,
masyarakat kelas menengah ke bawah atau kecil membutuhkan akses pasar
yang murah dan dekat. Kedua, meningkatnya migrasi dari desa ke Kabupaten
karena meningkatnya daya tarik kota dimana kota terus mempercantik diri
melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik bagi masyarakat
Kabupaten.

Pengaturan yang dapat dilakukan adalah melalui Peraturan Daerah yang
disiapkan untuk menyelamatkan keberadaan Pusat Perbelanjaan dan Toko
Swalayan, terlebih pada pengaturan lokasi dan jarak. Hal ini telah diatur dalam
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko
Swalayan. Atas dasar hal-hal tersebut di atas dan demi kepastian hukum,
perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengembangan, Penataan,
Dan Pembinaan Pusat dan Toko Swalayan, dengan demikian mencabut
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penataan, Pembinaan dan
Penyelenggaraan Izin Usaha Waralaba, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
yang tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan Peraturan Perundang-
undangan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas
Ayat (2)

Cukup Jelas
Ayat (3)

Cukup Jelas
Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas



Pasal 6
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas
Ayat (2)

Cukup Jelas
Ayat (3)

Cukup Jelas
Ayat (4)

Cukup Jelas
Ayat (5)

Cukup Jelas
Ayat (6)

Cukup Jelas
Ayat (7)

Cukup Jelas
Ayat (8)

Cukup Jelas
Ayat (9)

Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
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Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas
Ayat (2)

Cukup Jelas
Ayat (3)

Cukup Jelas
Ayat (4)

Cukup Jelas
Ayat (5)

Cukup Jelas
Ayat (6)

Cukup Jelas
Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
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Pasal 24
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal 28
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas
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Pasal 35

Cukup Jelas
Pasal 36

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2023
NOMOR 093



